BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengelolaan keuangan,
pengawasan keuangan, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja
pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan penyebaran kuesioner sebanyak 90 sampel, namun yang
dikembalikan hanya 84 sampel. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat

disimpulkan bahwa:

1. Variabel Pengelolaan Keuangan (X1) memiliki nilai signifikansi
sebesar 0,008. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas 5%. Maka
dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif
signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini berarti dengan
adanya pengelola keuangan yang baik, maka akan meningkatkan
kinerja baik pula dalam menyelaksanakan tugasnya.

2. Variabel Pengawasan Keuangan (X2) memiliki nilai signifikansi
sebesar 0,013. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas 5%. Maka
dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Keuangan berpengaruh positif
signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa
setiap diadakannya pengawasan keuangan secara rutin, maka dapat
meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk tercapainya tujuan

organisasi.
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3. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X3) memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai
probabilitas 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Sumber
Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa jika terdapat sumber daya
yang berkualitas disetiap organisasi, maka dapat membantu

meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Penelitian ini menunjukan hasil bahwa penggabungan ketiga variabel
independen (pengelolaan keuangan, pengawasan keuangan, dan kualitas sumber
daya manusia) yang digunakan dapat mencerminkan keadaan dalam upaya
meningkatkan kinerja pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Masing-
masing variabel dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Barito
Timur, sehingga tujuan dari penelitian ini tercapai. Penelitian ini membuktikan
bahwa dengan menggabungkan ketiga variabel independen menjadikan sebuah
teori baru, karena hasil dari penelitian Syaifudin (2017) tidak konsisten dengan
hasil peneliti, karena Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif
signifikan, sedangkan penelitian terdahulu berbanding terbalik. Selain itu penelitian
yang dilakukan oleh Hidayat (2015), Purnama dan Nadirsyah (2016), dan

Badruzzaman (2018), terbukti bahwa hasilnya konsisten.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa walaupun dengan adanya fenomena
COVID-19 tidak mempengaruhi pekerjaan dari pemerintah. Selain itu dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan pengawasan keuangan, pemerintah

Kabupaten Barito Timur telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur
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yang ada. Sehingga dengan adanya publikasi berita mengenai pemerintahan
sebaiknya tidak dipandang dari sebelah sisi saja. Selain itu, pada tahun 2021
pemerintah Kabupaten Barito Timur kembali menerima Opini WTP 5 kali berturut-
turut, hal ini menunjukkan bahwa Kkinerja pemerintah daerah sudah maksimal.
Disamping itu Inspektorat selaku pengawas internal telah melaksanakan
pengawasan dengan baik, dan opini yang diberikan oleh BPK selaku pengawas
eksternal dapat membuktikan bahwa kinerja pemerintah dapat meningkat. Selain
itu, pemerintah daerah telah mendukung peningkatan sumber daya manusia dengan
melaksanakan bimbingan teknis, dan bantuan berupa dana beasiswa untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Barito Timur. Hal
tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah kedepannya, dan dapat
mencerminkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang akan terus meningkat dan
baik kedepannya. Sehingga, ini berarti kinerja pemerintah secara keseluruhan baik

dan dapat mendukung hasil penelitian ini.

5.2.  Implikasi

Penelitian ini mencakup 2 hal, yang pertama adalah implikasi teoritis. Pada
penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti berikutnya untuk dijadikan
sumber referensi atau bahan ajar yang berkaitan dengan pengeloaan keuangan,
pengawasan keuangan, dan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi
kinerja pemerintah daerah. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menambah atau
menggubah variabel dan objek yang sejenis. Implikasi yang kedua yaitu implikasi
praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah

daerah mengenai tindakan apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan



72

kinerja pemerintah. Selain itu untuk memberikan pertimbangan bagi pemerintah

untuk menghindari ketidakpuasan masyarakat bagi kinerja pemerintah.

5.3. Keterbatasan

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah unit analisis yang
digunakan untuk mengukur variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah
berbeda dengan unit analisis untuk mengukur 3 variabel independen yang
digunakan. Variabel dependen menggunakan aparat pemerintah sebagai unit
analisis berdasarkan butir-butir kuesioner yang digunakan, sedangkan untuk
variabel independen menggunakan instansi pemerintah sebagai unit analisisnya.
Selain itu penelitian ini tidak dapat mewakili seluruh Organisasi Perangkat Daerah
karena hanya diukur berdasarkan aparat pemerintah yang memiliki kedudukan
sebagai adalah Sekretaris, Kabag/Kabid, Kasi/Kasubag/Kasubid, dan Jabatan
Fungsional Umum. Sehingga penyebaran kuesioner tidak mewakilkan keseluruhan
OPD yang ada di Barito Timur, karena keterbatasan tempat dan maraknya pandemi
COVID-19. Peneliti juga tidak terlibat langsung dalam pengisian jawaban, sehingga

ada beberapa kuesioner yang tidak terisi lengkap.

5.4. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, terutama yang
ingin meneliti dengan penelitian serupa sebaiknya jika menggunakan kuesioner
dalam penelitiannya, agar terlebih dahulu memperhatikan unit analisis untuk
mengukur masing-masing variabel yang digunakan apakah sudah sesuai dan sama.
Selain itu sebaiknya untuk peneliti selanjutnya memperluas cakupan sampel dari

populasi yang lebih besar. Sehingga hasil dari kinerja pemerintah dapat dilihat
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secara keseluruhan dalam penyebaran kuesioner. Selain itu dalam mengumpulkan
data juga bisa menambahkan metode wawancara atau interview untuk memperjelas
pertanyaan dan mendapatkan hasil yang sesuai. Penelitian selanjutnya diharapkan
dapat menambah atau mengubah beberapa variabel untuk dapat uji kembali dengan

hasil yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.
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KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian:

Isilah dengan singkat dan jelas berdasarkan identitas Bapak/Ibu dengan

memberikan tanda (V) pada tempat yang telah disediakan.

IDENTITAS PRIBADI RESPONDEN

1. OPD (Dinas/Badan)

2.

Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

Umur

Masa Kerja

Tingkat Pendidikan

V.. Y A (boleh tidak diisi)

- [ Laki-laki [ Perempuan

: ] 21-30 Tahun [ 30-40 Tahun
[J 40-50 Tahun [ 50-60 Tahun
: [ 1-10 Tahun [1 16-20 Tahun
[ 11-15 Tahun [ >20 Tahun

- sLTA [ D3 ] s1

[]s2 ] s3 [ Lainnya
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Untuk pernyataan-pernyataan dibawah ini, Bapak/Ibu cukup memberi tanda (V)

pada tempat yang telah disediakan yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.

Keterangan:
SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju
S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

CS : Cukup Setuju

1. Pengelolaan Keuangan

No. Pernyataan

1. | Bagaimana tingkat kesesuaian dalam mengelola keuangan dengan
prosedur yang ada?

1. Tidak Sesuai

2. Kurang Sesuai

3. Cukup Sesuai

4. Sesuai

5. Sangat Sesuali
2. | Apakah kebijakan atau keputusan yang terkait pengelolaan keuangan
yang diambil tidak bisa dipertanggungjawabkan?

1. Tidak Bisa

2. Kurang Bisa

3. Cukup Bisa

4. Bisa

5. Sangat Bisa

3. | Apakah sudah sesuai standar antara biaya yang dikeluarkan dengan
penggunaan input?

1. Tidak Sesuai

2. Kurang Sesuai

3. Cukup Sesuai

4. Sesuai

5. Sangat Sesuai

4. | Apakah instansi kurang adil dan merata dalam pelaksanaan, pengadaan,
dan pengelolaan keuangan?

1. Tidak Adil

2. Kurang Adil

3. Cukup Adil

4. Adil
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5. Sangat Adil

Apakah seluruh elemen dalam instansi telah memenuhi syarat kejujuran
dan integritas dalam bekerja?

1. Tidak Memenuhi Syarat

2. Kurang Memenuhi Syarat

3. Cukup Memenuhi Syarat

4. Memenuhi Syarat

5. Sangat Memenuhi Syarat

Bagaimana keterbukaan instansi dalam pengelolaan keuangan terhadap
elemen masyarakat?

1. Tidak Terbuka

2. Kurang Terbuka

3. Cukup Terbuka

4. Terbuka

5. Sangat Terbuka

Berapa banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan,
pengelolaan, dan pengadaan anggaran?

1. Sangat Banyak

2. Banyak

3. Cukup

4. Sedikit

5. Tidak Ada

Seberapa sering instansi melakukan evaluasi kinerja yang terkait dengan
pengelolaan keuangan?

1. Tidak Pernah

2. Kurang Sering

3. Cukup Sering

4. Sering

5. Sangat Sering

Apakah setiap evaluasi kinerja pengelolaan keuangan sering
ditindaklanjuti atau diantisipasi langkah kedepannya?

1. Tidak Pernah

2. Kurang Sering

3. Cukup Sering

4. Sering

5. Sangat Sering

Sumber: Hidayat (2015)
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No.

Pernyataan

Nilai

STS

CS

B~ W,

OPD memiliki pegawai yang
profesional dan aturan yang jelas
mengenai pengawasan sesuai
dengan standar pengawasan yang
berlaku.

Hasil kegiatan OPD diketahui
secara jelas oleh pihak Inspektorat.

Laporan keuangan OPD ditinjau
secara jelas oleh pihak Inspektorat
sebelum diserahkan kepada BPK.

Pelaksanaan dan
pertanggungjawaban penggunaan
keuangan diawasi secara berkala.

Laporan keuangan digunakan untuk
memantau kinerja dan
mengevaluasi manajemen,
memberikan dasar untuk
mengamati trend antar kurun
waktu, pencapaian atas tujuan yang
telah ditetapkan, dan
membandingkan dengan kinerja
organisasi lain yang sejenis jika
ada.

Dilakukan financial audit terhadap

6.
laporan keuangan daerah.
Setelah adanya evaluasi tindakan
7. | penyimpangan akan diperbaiki oleh

OPD.

Sumber: Purnama dan Nadirsyah (2016)



3. Kualitas Sumber Daya Manusia

No.

Pernyataan

Nilai

STS

CS

~ W,

Latar belakang pendidikan saya
sesuai dengan pekerjaan saya.

Pemerintah Kabupaten Barito
Timur mengadakan pendidikan dan
pelatihan untuk meningkatkan
kualitas pegawai.

Pelatihan yang dilakukan dapat
mengembangkan wawasan dan
pengetahuan pegawai.

Pegawai Pemerintah Kabupaten
Barito Timur mempunyai
pengalaman yang memadai dalam
bidang pekerjaan masing-masing.

Sumber: Syaifudin (2017)

4. Kinerja Pemerintah Daerah

No.

Pernyataan

Nilai

STS

CS

B~ WO,

Selama ini target kerja dapat

L dicapai sesuai yang diharapkan.
2 Pekerjaan yang ada dapat
" | diselesaikan tepat waktu.

Pekerjaan yang ada dapat

3. | diselesaikan dengan kualitas dan
kuantitas yang baik.
Setiap pegawai memiliki inisiatif

4. | untuk menyelesaikan pekerjaan

yang ada.

Sumber: Kristiastanti (2018)
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LAMPIRAN HASIL KUESIONER

Variabel Pengelolaan Keuangan (X1)

Total
X1

34
32

32

29
39
36

36

34
33
36

31

39
31

32

36

30
32

34
32

30
37

32

32

34
31

35
35
35
38
40

34
32

33
40

Pengelolaan Keuangan (X1)

X1.1 | X12 | X1.3 | X1.4 | X15 | X16 | X1.7 | X1.8 | X1.9

No.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34
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35
35
33
37

28
36

34
38
34
35
34
39
30
31

33
35

32

36

35
34
34
34
34
36

35
33
32

35
36

33
42

37

34
30
35
35
36

36

36

33

35
36
37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
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36

43

37

33
39
37

32

35
35
35

75
76
77
78
79
80
81

82
83
84

Variabel Pengawasan Keuangan (X2)

Total
X2

29
31

31

25
33
34
34
27

33
27
35

33
26
28
34
23
32
28
35

28
31

31

32
31

Pengawasan Keuangan (X2)

X2.1| X222 | X2.3 | X24 | X25 | X2.6 | X2.7

No.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
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25
28
30
32

34
35
28
31

28
33
30
32
22
35

26
32

35

35

31

28
25
21

26
33
29
34
34
31

35
30
30
30
28
34
24
26
26
31

31

25
26
27

28
29
30
31

32

33
34

35
36

37

38

39

40
41

42

43
44

45

46

47

48
49

50
51

52

53
54
55
56
57

58
59

60
61

62

63
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33
34
33
28
29
31

28
28
32
34
29
33
31

28
20
35

34
30
34
31

32

64

65
66
67

68
69

70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83
84

Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X3)

Total X3

17
17
17
17
17
18
17
13
17
17
19
19
15

X3.4

X3.3

X3.2

Kualitas Sumber Daya Manusia (X3)

X3.1

No.

10
11
12
13
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18
20
13
15
17

16
17
16
12
19
17
13
16
17
18
20
20
16
15
15
17
17
16
17
14
14
14
20
20
20
16
16
11
15
17
18
16
16
16

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34

35

36

37

38

39

40
41

42

43
44
45

46

47

48
49

50
51

52
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19
18
18
16
17
19
15
19
18
16
19
17
17
20
17
11
19
17
16
17
20
17
19
17
16
19
16
18

14
18
19
17

53
54
55
56
S7

58
59

60
61

62

63
64
65

66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83
84
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Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Total Y

16
13
13
16
19
18
18
13
17
16
16
19
14
13
20
12
12
16
16
16
16
16
16
16
13
16
16
16
20
15
15
14
15
16
16
17

Y.4

Y.3

Y.2

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (YY)
Y.1

No.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
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16
16
14
16
20
20
20
16
16
12
12
18
18
16
16
16
17
16
16
16
16
16
17
16
16
16
16
17
16
20
16
15
20
16
16
18
18
17
17
19

37
38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
o4
55
56
57

58
59
60
61

62
63
64
65

66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76
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16
15
20
16
16
16
19
17

77
78
79
80
81

82
83
84




